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Yth. 

1. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol 

2. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol 

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga 

4. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga  

5. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat 

Jenderal Bina Marga 

 

SURAT EDARAN 

                                       NOMOR:     /SE/Db/2026 

TENTANG 

MANUAL MANAJEMEN PROYEK (PROJECT MANAGEMENT MANUAL) 

PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) 

PEMBANGUNAN JALAN TRANS PAPUA RUAS JAYAPURA–WAMENA 

SEGMEN MAMBERAMO–ELELIM DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN 

 

A. Umum 

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Proyek Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan Trans Papua Ruas 

Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim di Provinsi Papua 

Pegunungan, diperlukan pengelolaan proyek yang terencana, 

terkoordinasi, dan terukur guna menjamin ketercapaian sasaran waktu, 

mutu, biaya, serta tertib administrasi sesuai dengan perjanjian kerja 

sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek KPBU Pembangunan 

Jalan Trans Papua Ruas Jayapura-Wamena Segmen Mamberamo-Elelim 

di Provinsi Papua Pegunungan, maka perlu disusun Manual Manajemen 

Proyek (MMP) KPBU sebagai pedoman operasional bagi penanggung 

jawab Proyek Kerja Sama, Badan Usaha Pelaksana, dan pihak terkait 

lainnya dalam proses persiapan tanda tangan, prosedur perencanaan 

teknis, manajemen pelaksanaan konstruksi, manajemen operasi dan 

pemeliharaan, prosedur pembayaran ketersediaan layanan, prosedur 

perhitungan dan pembayaran nilai pengakhiran, hingga rencana tindak 

antikorupsi. 



-2- 
 

 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded 

 

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur 

Jenderal Bina Marga tentang Manual Manajemen Proyek (MMP) Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan Jalan 

Trans Papua Ruas Jayapura–Wamena Segmen Mamberamo–Elelim di 

Provinsi Papua Pegunungan. 

 

B. Dasar Pembentukan 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6267); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6523); 



-4- 
 

 

Dokumen ini tidak dikendalikan jika di unduh/Uncontrolled when downloaded 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk 

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan 

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656); 

11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan 

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang 

Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 972); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020 tentang 

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1345); 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat        

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45); 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat         

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen 


